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BAB III
PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Peradilan Agama merupakan tempat penyelesaian perselisihan hukum perdata antara orang Islam dengan orang Islam yang harus diputus menurut agamanya.
 Akan tetapi tidak semua perkara perdata menjadi wewenang Pengadilan Agama, melainkan perkara-perkara perdata tertentu. Seperti yang jelaskan dalam dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah

Peradilan Agama bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia, melainkan perkembangan peradilan agama di Indonesia sejalan dengan perkembangan Islam di seluruh Indonesia. Karena Peradilan Agama adalah proses  pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam  yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Keberadaan Peradilan Agama sebagai imbas dari keberadaan komunitas umat Islam di Nusantara itu suatu hal yang sangat logis. Sebab keberadaan Peradilan Agama adalah kebutuhan yang esensi bagi umat Islam dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Gani Abdullah bahwa Peradilan Agama merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktifitas keulamaan dalam member layanan Agama kepada masyarakat Islam.


Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa praktek Peradilan Agama itu sejalan dengan perkembangan Agama Islam, dimana ulama sebagai pengemban dakwah, disamping berperan sebagai da’i juga berindak sebagai praktisi hukum Islam dalam menyelesaikan persengketaan yang diajukan umat Islam kepada mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya Peradilan Agama adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat pada waktu itu.

Untuk memberi gambaran tentang posisi lembaga Peradilan Agama di Indonesia, penulis membagi perkembangannya kepada tiga masa yaitu: masa sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan dan setelah reformasi.
A. PERADILAN AGAMA SEBELUM KEMERDEKAAN
1. Pada masa sebelum penjajahan

Sebelum menguraikan Peradilan Agama sebelum penjajahan, penulis mengulas pembicaraan dengan mengemukakan bahwa peradilan merupakan fardhu kifayah, yakni kewajiban kolektif bagi umat. Peradilan dapat dilakukan dalam tiga bentuk:

a. Tauliyah dari Imam. Peradilan harus dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang atau tauliyah dari imam. Imam adalah kepala Negara yang disebut dengan waliyul amri. 
b. Tauliyah oleh  Ahlul Halli wal-aqdhi yaitu orang yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan jabatan. Seperti  para tertua dan para sesepuh masyarakat, seperti ninik mamak di Sumatera Barat.
c. Tahkim. Dalam keadaan tertentu terutama bila disuatu tempat tidak ada hakim, maka dua orang yang bersengketa dapat bertahkim. Yaitu mengangkat seseorang untuk bertindak sebagai hakim dengan persyaratan antara lain kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat akan mantaati keputusannya

Berdasarkan tiga bentuk pelaksanaan peradilan di atas, dapat diduga bahwa setiap masa memiliki ciri-ciri tersendiri yang mempresentasikan pasang surut pemikiran hukum Islam di Indonesia.
 

Setelah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang sanggup mengatur tatanan kehidupan sendiri, ataupun di wilayah-wilayah yang pernah diperintah oleh penguasa muslim, tetapi kekuasaan itu runtuh akibat sebuah penjajahan, maka akan dijumpai cara pelaksanaan didasarkan kepada pelimpahan wewenang dari ahlul halli wal aqdhi, seperti yang dijumpai di daerah-daerah yang dulu disebut daerah adat, antara lain Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya.


Tingkat perkembangan terakhir dari Pelaksanaan Peradilan Agama adalah periode tauliyah, yaitu setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam, jabatan hakim Agama sebagai aparat peradilan ditunjuk dan diangkar oleh sultan atau raja yang keberadaanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan umum lainnya.

Diantara bentuk dan system pemerintahan kerajaan Islam yang menggambarkan bahwa jabatan hakim agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan umum adalah sebagaimana yang ditemui pada kerajaan Mataram di Jawa. Dalam struktur kenegaraannya dimulai dari tingkat desa sampai pada pemerintahan pusat, pejabat pemerintah didampingi oleh pejabat keagamaan yang disebut penghulu.

Jabatan keagamaan ditingkat desa disebut Kaum, Amil, Modin, Lebai dan sebagainya. Pada tingkat kecamatan atau kewedanan ada seorang Penghulu Naib yang dikenal sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada tingkat Kabupaten, seorang Bupati didampingi oleh seorang patih untuk bidang pemerintahan umum dan seorang penghulu Kabupaten di bidang Agama. Pada tingkat pemerintahan pusat kerajaan Mataram, baik untuk Surakarta maupun Yogyakarta dijumpai Kanceng Penghulu atau Penghulu Ageng.


Para penghulu ini berfungsi sebagai hakim atau qadhi yang bertugas menyelesaikan sesuatu perkara atau sengketa. Pengadilan ini disebut  dengan Pengadilan Serambi, karena mereka menyelesaikan sidang-sidangnya di serambi Mesjid. Fungsi penghulu ini tetap ada, walaupun kemudian secara berangsur-angsur wilayah Mataram jatuh ke tangan pemerintah kolonial Belanda.


Dinamakan Pengadilan Serambi karena diselenggarakan di Serambi Mesjid Agung. Katua Pengadilan meskipun pada prinsipnya di tangan sultan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap di tangan penghulu yang  didampi beberapa orang ulama. Keputusan Pengadilan Serambi berfungsi sebagai nasehat bagi sultan dalam mengambil keputusan. Dan sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat Pengadilan Serambi.
 


Di Aceh pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat perrtama diselenggarakan oleh pengadilan tingkat kampong yang dipimpin oleh Keucik. Pengadilan itu hanya mengenai perkara ringan, sedangkan perkara-perkara yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Apabila pihak berperkara tidak merasa puas atau putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada Oeloebalang (pengadila tingkat kedua), selanjutya dapat diajukan banding kepada Panglima Sagi. Selanjutnya dapat diajukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Keanggotaannnya terdiri dari Malikul Adil, orang kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara dan Fakih.


Dari gambaran tentang kondisi Peradilan Agama yang dipaparkan di atas disimpulkan bahwak umat Islam telah melaksanakan hukum Islam pada waktu dalam setiap aspek kehidupannya, walaupun tidak dinafikan terjadinya perbauran antara ajaran Islam dan ajaran adiat kebiasan lama, baik dalam kepercayaan, muamalah dan sebagainya. Peradilan Agama tidak hanya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan ahwal al-syakhsyiyah, tetapi juga hukum perdata dalam artian luas dan juga hukum pidana (jinayah). Tegasnya Peradilan Agama merupakan peradilan umum bagi umat Islam pada waktu itu.


Dengan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu, pemerintah colonial Belanda ingin menerapkan pola peradilan yang dibawanya. Secara perlahan ruang gerak Pengadilan Agama dipersempit dengan berbagai ordonansi atau peraturan yang dibuatnya, sehingga Peradilan Agama mengalami pasang naik dan pasang turun.

2. Pada Masa Penjajahan 

Pada bahasan berikut ini penulis akan menguraikan kondisi dan perkembangan Peradilan Agama pada zaman pemerintahan Hindi Belanda dan Zaman Penjajahan Jepang. Walaupun bangsa Indonesia pernah dikuasai oleh bangsa ini seperti Inggris, namun yang paling besar pengaruhnya terhadap tatanan masyarakat Indonesia adalah masa penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepan.

Belanda berada di Indonesia dalam dua masa, masa pertama sebagai pedagang dengan nama VOC dan masa kedua sebagai penjajah. VOC (Vercenigde Oost-Indische Compagnie) merupakan organisasi perusahan dagang Belanda datang ke Indonesia pada abad ke enam belas (1596). Tujuan kedatangannya semula untuk berdagang, namun kemudian berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia.
 Sehingga kondisi VOC sebagai perpajangan tangan pemerintahan Belanda mempuyaii dua fungsi, pertama sebagai pedagang dan kedua, sebagai badan pemerintahan.

VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus  seperti sebelumnya.
 Walaupun sebelumnya VOC membentuk susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda, namun tidak berjalan dalam praktekya. Sehingga pemerintah VOC terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam stuta Jakarta tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai kewarisan orang Indonesia  yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam yakni hukum yang dipakai  oleh rakyat sehari-hari.
 Oleh sebab itu pemeriintah VOC meminta kepada D. W. Freijer untuk menyusun suatu Compendium yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh para penghulu dan ulama Islam, kitab hukum tersebut diterima oleh pemerintah VOC pada tahun 1760, dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai VOC.
 Kitab hukum yang disusun oleh Freijer itu dalam kepustakaan terkenal dengan nama Compendium Freijer.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa selama masa VOC lebih kurang dua abad lamanya, mengenai pelaksanaan hukum perkawinan dan hukum kewarisan berjalan sebagaimana mestinya dalam masyarakat muslim Indonesia.


Setelah VOC bubar dan berubah menjadi pemerintah jajahan, Indonesia dikuasai pemerintah colonial Belanda (1800-1942). Pada pemerintahannya Belanda tidak ikut campur dalam soal Peradilan Agama. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Daendells (1800-1811) yang menyatakan bahwa perihal hukum Agama orang Jawa tidak boleh diganggu dan hak-hak penghulu mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh alat kekuasaan pemerintahan Belanda.


Berdasarkan penjelas di atas dapat dipahami bahwa Belanda tidak akan mencampuri urusan orang Jawa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan perkawinan dan kewarisan, Belanda menyerahkan hal tersebut kepada pemuka-pemuka Agama, karena mereka yakin jika mereka campuri akan terjadi kegoncangan dalam masyarakat.


Pada tahun 1820 pemerintah Hindia Belanda mulai campur tangan dalam mengatur lembaga-lembaga masyarakat di Indonesia, termasuk lembaga Peardilan Agama melalui instruksi kepada Bupati-bupati. Pasal 13 disebutkan antara lain bahwa perselisihan mengenai pembahagian warisan dikalangan rakyat diserahkan kepada Alim Ulama Islam.


Dengan  adanya instruksi pemerintah Hindia Belanda kepada para Bupati di atas dapat dilihat bahwa metode pemerintah Belanda dalam melakukan intervensi terhadap kewenangan Peradilan Agama dilakukan dengan sengat hati-hati. Bahkan terkesan dengan mengambil hati umat Islam Indonesia. Hal itu tergambar dengan adanya kepercayaan pemerintah Belanda menyerahkan penyelesaian pembagian waris kepada Peradilan Agama secara utuh, mulai dari pemeriksaan perkara sampai pada tahap eksekusi.

Setelah kekuasaan Belanda makin hari bertambah kuat, maka pengaturan hukum kehidupan bermasyarakat Indonesia secara perlahan-lahan diambil dari tangan pemuka masyarakat. Belanda berusaha mengurangi wewenang Peradilan Agama terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut harta benda, hal ini terbukti dengan keluarnya staatsblad (selanjutnya disingkaat dengan stbl) 1835 No 58 yang berbunyi:
“jika di antara orang jawa dengan orang jawa terjadi perselisihan tentang perkara pernikahan (perkawinan) atau pembagian harta benda dan sebagainya, yang harus diputus menurut hukum syara’ Islam, maka yang menjatuhkan putusan dalam hal ini seharusnya ahli-ahli Agama Islam, akan tetapi segala persengketaan dari pembagian harta atau pembayaran yang terjadi karena keputusan itu harus dijatuhkan  kemuka pengadilan biasa, pengadilan inilah yang harus menyelesaikan perkara itu dengan mengingat keputusan ahli Agama itu dan supaya keputusan itu dijalankan.”

Berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan Peradilan Agama itu mulai diserahkan dan  diatur  (dalam kenyataannya semakin dipersempit ruang lingkupnya), namun demikian baik dalam regenter intructie 1820 maupun dalam stbl 1835 No 58 belum diatur adanya badan Peradilan Agama. Di sana hanya diatur tentang penyerahan penyelesaian perkara perdata alim ulama Islam yaitu para penghulu serta peabat-pejabat agama lainnya yang ada pada waktu itu menjadi pembantu para Bupati.
Dalam usaha untuk menertibkan Peradilan Agama, Raja Belanda mengeluarkan sebuah keputusan No 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, dalam bahasa Belanda disebut Bepaling Betreffende Depriesterraden of Jawa an Madura. Keputusan raja ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882.
 
Keputusan tersebut di atas terdiri dari 7 pasal sebagai berikut:

1. Disamping tiap-tiap landraad (pengadilan negeri) diadakan Pengadilan Agama yang mempunyai daerah hukum yang sama.

2. Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan pada landraad sebagai ketua dan sedikit-dikitnya 3 orang serta sebanyak-banyaknya 8 orang ulama Islam sebagai anggota.

3. Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan jika tidak ada sedikitnya tiga orang anggota, termasuk ketuanya hadir. Dalam keadaan perimbangan suara, maka ketua yang menentukan.

4. Keputusan Pengadilan Agama harus dinyatakan dalam surat yang memuat pertimbangan-pertimbangan dan alasan secara singkat serta ditanda tangani oleh anggota-anggota yang hadir, begitu pula dicatat biaya perkara yang dibebankan kepada yang berperkara.
5. Kepada kedua belah pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua.

6. Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu register yang setiap tiga bulan sekali harus disampaikan kepada kepala daerah setempat (bupati atau lainnya) untuk memperoleh penyaksian (visum).

7. Keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat 3 dan 4 di atas tidak dapat dinyatakan berlaku.



Dalam stbl 1882 No 152 di atas disebutkan dengan jelas wewenang dari Pengadilan Agama, sehingga kekuasaannya masih sama dengan ketentuan dalam stbl 1835 No 58, perkara-perkaranya yang berhubungan dengan nikah, talak, rujuk, perwalian, warisan, wakaf dan lain sebagainya yang dipandang erat hubungannya dengan Agama Islam.



Keputusan Pengadilan Agama pada waktu itu tidak mempunyai kekuatan hukum, sehinggan untuk dapat dijalankan harus dimintakan executoir verklaring pada Pengadilan Negeri, yaitu untuk dapat dijalankan harus diberi kekuatan dahulu  oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini Pengadilan Negeri kadang-kadang tidak mau memberikan kekuatan yang diminta dengan alasan bahwa Pengadilan Agama telah melampaui batas kekuasaannya.
 Oleh sebab itu perkara tersebut diperiksa lagi oleh Pengadilan Negeri dan putusannya sering berlainan dengan putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama mendasarkan putusannya kepada hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri berdasarkan kepada hukum adat.



Kelahiran stbl 1882 No 152 dilatar belakangi oleh buah pikiran dari L. W. C. Van Deen Berg berdasarkan teorinya yang terkenal dengan Teori Receptio in Complexu  yaitu hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, yang beragama Hindu menurut hukum Hindu, yang beragama Islam menurut hukum Islam dan  yang Kriten menurut hukum Kristen.



Cristian Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan pribumi, menentang teori receptio in complex yag dikemukan oleh L. W. C Van Deen Berg tersebut. Ia mengemukakan pendapat baru yang berlawanan dengan pendapat Van Den Berg. Menurut pendapat Snoug Hurgronje, yang berlaku bagi umat Islam bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat.
 Kedalam hukum adat itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam.



Pendapat Snouck Hurgronje ini dikembangkan oleh Van Volen Hoven dan Ter Haar yang dikemudia dikenal dengan teori resepsi. Menurut penganut teori resepsi, hukum Islam bukanlah hukum. Hukum Islam baru diakui sebagai hukum jika telah menjadi hukum adat. Menurut Hazairin, teori resepsi yang dikemukan oleh kekuasaan kolonial Belanda itu adalah teori iblis. Karena menentang iman orang Islam. Sebabnya adalah dengan mengikuti teori itu orang Islam diajak untuk tidak mematuhi al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
 


Tidaklah mengeherankan jika kaum muslimin lalu mengajukan protes terhadap teori tersebut. Sala satu kritik keras datang dari Mahfoeld, salah seorang pemimpin Persatuan Penghulu. Ia mengatakan bahwa penerapan hukum adat dalam perkara kewarisan menyalahi prinsip suci kesinambungan dalam keluarga Muslim. Menurut hukum adat, anak yang tidak sah bahkan anak yang murtad sekalipun dapat menerima warisan. Yang lebih parah lagi, bahwa hukum adat tidak dapat memberikan kepastian hukum yang sama kepada  semua orang.


Atas dasar pandangan penganut teori resepri ini, pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk sebuah komiisi untuk meninjau kembali wewenang Poriesterrad atau Raad Agama di Jawa dan Maluku, sejak tahun 1882 secara resmi berwenang menyelidiki perkara kewarisan orang-orang Islam menurut ketentuan hukum Islam, komisi yang diketuai oleh Terhaar Bzr. Komisi ini member rekomendasi kepada gubernur jenderal Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama dengan asalan bahwa hukum kewarisan Islam bukan diterima oleh hukum adat.



Dengan keputusan Gubernur Jenderal No 9 tannggal 19 Februari 1937 terbuat stbl 1937 No 116 maka dikeluarkan suatu peraturan yang merubah kekuasaan Pengadilan Agama. Peraturan itu menambah beberapa pasal dalam stbl 1882 No 152 antara lain yang terpenting adalah pasayl 2 ayat (1) yang berbunyi :
Pengadilan Agama hanya semata-mata berwenang memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam, begitu pula perkara-perkara lain tentang nikah, talak, dan rujuk serta soal-soal percerain lain yang harus diputus oleh hakim Agama, menyatakan perceraian dan menetapkan bahwa syarat-syarat taklik sudah berlaku, dengan pengertian bahwa dalam perkara-perkara tersebut hal-hal mengenai tuntutan pembayaran uang atau penyerahan harta benda adalah menjadi wewenang hakim biasa kecuali dalam perkara mahar (maskawin) dan pembayaran nafkah wajib bagi suami kepada isteri yang sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Dengan  adanya stbl 1937 No 116 tersebut maka kekuasaan Pengadilan Agama ditentukan dan dibatasi hanya mengenai perkawinan, sedangkan perkara waris, hadhanah, wali dan lainnya dicabut dan menjadi kekuasaan Pengadilan Negeri.

Pembatasan kekuasaan Pengadilan Agama, terutama pencabutan masalah waris menimbulkan perasaan tidak senang dikalangan umat Islam umumnya serta di kalangan kepenghuluan khususnya. Dalam usaha untuk menentang pelaksanaan stbl 1937 No 116 tersebut, para penghulu beserta pegawainya membentuk suatu Perhimpunan Penghulu dan Pegawai (PPDP).

Pada kongres Perhimpunan Penghulu dan Pegawai (PPDP ) yang pertama di Surakarta tanggal 16 Mei 1937, dimana salah satu keputusannya adalah menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah Belanda agar stbl 1937 No 116 dicabut dengan alasan:

1. Bahwa dalam hukum adat sifatnya tidak tetap, dapat berubah-ubah menurut keadaan waktu  dan tempat. Sedangkan hukum Islam  adalah tetap menurut ketentuan al-Quran dan al-Hadits.
2. Bahwa orang-orang Islam yang menerima keputusan hukum adat dalam perkara waris dapat dianggap sebagai orang yang mengingkari agamanya. 

3. Bagi Pengadilan Agama pencabutan perkara waris itu tidak memberikan perbaikan, walaupun akan diberi ganti kerugian sebesar 75 % dari Penghasilan Pengadilan Agama tahun 1934-1935.

4. Kedudukan penghulu dalam pengadilan maupun diluarnya dianggap sebagai kepala Agama, sehingga soal stbl 1937 No 116 tidak dapat terlepas dari persoalan Agama.
5. Pembagian waris menurut hukum faraid telah berlaku berates-ratus tahun di Indonesia untuk orang-orang yang beragama Islam. Hal itu semata-mata termasuk hukum syara’, jika lalu diubah dengan hukum adat hal itu berarti mengubah hukum adat.


Untuk menentramkan keadaan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah Pengadilan Agama Tinggi (Hof Voor Islamitische Zaken) atau Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1 Januari 1938, yaitu suatu majelis Pengadilan Appel untk memeriksa keputusan-keputusan Pengadilan Agama.


Adapun mengenai sanggahan dan semua protes dari masyarakat terhadap stbl 1937 No 116 tidak diperhatkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan tetap diberlakukan sesuai dengan keinginan mereka.
Selain di daerah Jawa dan Madura, pemerintah Hindia Belanda juga membuat peraturan-peraturan mengenai Pengadilan Agama di daerah lain, seperti halnya di daerah sebagian Kalimantan Selatan. Di daerah ini berlaku peraturan pengadilan qadhi yaitu kerapatan qadhi sebagai Pengadilan Agama tingkat pertama dan kerapatan qadhi besar sebagai Pengadilan Banding yang termuat dalam stbl No 638 dan 639 dengan susunan dan kekuasaan yang sama dengan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Stbl tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 1938.
 


Peradilan Agama untuk selain Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, pembentukannya didasarkan kepada stbl 1932 No 80 yang berlakunya ditetapkan oleh Residen, seperti yang dijumpai di Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan beberapa tempat di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Keadaan ini berlaku terus sampai pendudukan Jepang dan menjelang Proklamasi.


Jepang menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia pada bulan Maret 1942. Pada awal pendudukan Jepang di Indonesia semua lembaga pengadilan termasuk Pengadilan Agama diitutup dan semua perkara diselesaikan oleh Pamong Praja. Baru setelah bulan Mei 1942 semua pengadilan diaktifkan kembali.

Pemerintah Jepang menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan kolonial Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang. Hal ini dinyatakan dalam aturan peralihan bala tentara Jepang (osanu seize) yaitu Undang-undang No 1 tahun 1942 pasal 3 yang berbunyi “semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan Undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah buat sementara, asal tidak bertentang dengan pemerintah militer.


Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), tidak ada perubahan penting yang terjadi pada lembaga Peradilan Agama. Kalaupun ada hanya sekedar perubahan nama lembaga Peradilan Agama itu kedalam bahasa Jepang, Sooryoo Hooin untuk Pengadilan Agama dan Kaikyoo Kootoo Kooin untuk Mahkamah Islam Tinggi.
 Hal ini disebabkan karena pemerintah Jepang lebih memfokuskan perhatiannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan urusan perang menghadapi tentera sekutu.
B. PERADILAN AGAMA SETELAH KEMERDEKAAN
1. Sebelum lahirnya Undang-undang No 7 tahun 1989

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan, maka wewenang untuk mengurus diri sendiri termasuk dalam bidang Peradilan Agama, beralih ketangan bangsa Indonesia.
Pada awal kemerdekaan ini usaha untuk membenahi Peradilan Agama belum terwujud. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia dihadapkan kepada revolusi fisik dalam menghadapi Belanda yang kembali akan menjajah. Disamping itu konstitusi yang akan menjadi dasar penyelenggaraan badan-badan kekuasaan Negara memungkinkan penundaan perubahan tersebut.
 

Atas dasar Komite Nasional Indonesia Pusat, Pemerintah RI dengan Keputusan No 1 tangal 3 Januari 1946 membentuk Departemen Agama. Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah adalah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama kepada Departemen Agama melalui peraturan pemerintah No 5/SD tanggal 25 Maret 1946. Peradilan Agama pada masa penjajahan Belanda brada dibawah urusan Departemen Kehakiman, kemudian pada zaman Jepang diurus oleh bahagian kehakiman dari Gunsei Kanbu.
 Dengan demikian sejak tanggal 25 Maret 2946 tersebut Peradilan Agama berada di bawah pembinaan Departemen Agama sampai sekaranng.
Peranan Departemen Agama (Depag) bagi perkembangan hukum Agama di Indonesia sudah kelihatan sejak mula berdiri. Ini terlihat dengan dikeluarkannya peraturan atass inisiatif Departemen Agama yaitu Undang-undang Nomor 22 rahun1946 yang mengatur tentang nikah, talak dan rujuk. Undang-undang tersebut hendak diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia. Tetapi situasi ketika itu belum memungkinkan, maka untuk sementara hanya diberlakukan di Jawa dan Madura. Barulah pada tahun 1954 dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 diberlakuan untuk seluruh Indonesia.

Walaupun keberadaan Peradilan Agama semakin kuat di Indonesia tetapi kedudukannya selalu dibayang-bayangi oleh keinginan ahli hukum nasional untuk mengapus Peradilan Agama di bumi Indonesia. Hal ini terlihat dengan keluarnya peraturan yang secara langsug menyentuh eksistensi Peradilan Agama.  Yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 tentang Susunan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Sipil.
Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 bertujuan untuk menyusun badan peradilan secara integral. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa dalam Negara Republik Indonesia terdapat 3 lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum

2. Peradilan Tata Usaha Negara

3. Peradilan Kemiliteran

Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 ini sebenarnya menghendaki agar susunan Peradilan Agama yang telah berlaku itu dihapuskan. Sedangkan materi hukum yang menjadi wewenangnya ditampung oleh Pengadilan Negeri secara istimewa, dengan adanya dua orang hakim ahli Agama Islam sebagai anggota di samping hakim yang beragama Islam sebagai ketua, dengan tujuan agar putusan Pengadilan Negeri itu tidak menyimpang dari hukum syara’. Hanya saja  Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 ini tidak pernah berlaku.
  Hal itu disebabkan karena berkecamuknya revolusi fisik ketika itu. Pada hal  jika Undang-undang itu sempat diberlakukan, upaya menghapus Peradila Agama itu merupakan bahagian realisasi keinginan dan perjuangan Snouck Hurgrouje dan para pengikutnya. Karena itu adalah suatu keberuntungan Undang-undang tersebu tidak jadi diberlakukan.
Dalam sasara yang sama tetapi strategi yang berbeda, oleh pemerintah diadakan usaha kearah kesatuan dalam bidang peradilan dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentng Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Sipil. Keadaan ini berlangsung sampai pada tahun 1956.

Padal pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan bahwa Peradilan Agama yang berada dalam lingkungan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, jika peradilan itu (Peradilan Agama) menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari kedua peradilan tersebut tidak ikut terhapus dan kelanjutan dari Peradilan Agama itu akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari bunyi pasal 1 Undang-undang Darurat di atas, terkandung pokok pikiran yaitu :

1. Semua bentuk Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, secara berangsur-angsur dihapuskan dan kekuasaannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri

2. Peradilan Agama yang merupakan bahagian tersendiri dalam Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat tidak turut terhapus, dan untuk selanjutnya di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai realisasi dari Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, pihak Departemen Agama pada mulanya mengajukan usul pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah Aceh, ternyata disetujui oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957. Tindakan ini sangat bijaksana dan mendapat sambutan yang sangat baik sekali dari masyarakat terutama di daerah Aceh. Kemudian agar secara integral dapat menyelesaikan Peradilan Agama di daerah luar Jawa, Madura dan Kalimantas Selatan, maka pemeruntah dalam sidang cabinet tanggal 26 Agustus 1957 menyetujui dikeluarkannya Peraturan Pemeritah tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan yaitu Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957.
 
Adapun kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menurut ketetapan pasal 4 peraturan pemerintah tersebut adalah:

1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam, dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafaqah, maskawin (mahar), tempat kediaman (maskan) mut’ah dan sebagainya. Hadhanah, perkara waris mal waris, wakaf, hibah, sadaqah, maitul mal dan yang lain yang berhubungan dengan itu. Demikian pula  memutuskan pula memutuskan perkara perceraian dan pengesahan  bahwa syarat ta’lik talak sudah berlaku.
2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayar (1) jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum Agama Islam.

Berdasarkan kepada pasal 4 Peraturan Pemerinath No 45 tahun 1957 di atas, menunjukkan bahwa kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah lebih luas dari pada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. karena ada perkara yang tidak masuk di dalam kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yaitu hadanah, waris, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu.
Lahirnya Peraturan Pemerintah ini merupakan kemenangan bagi umat Islam, karena sudah ada landasan hukum bagi pembentukan Peradilan Agama di seluruh daerah Indonesia. Peraturan Pemerintah ini sekaligus menghapus semua bentuk Peradilan Agama yang berada diluar Jawa, Madura dan sekaligus Kalimantan Selatan dan Kalimantas Timur.
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1957, maka di Indonesia ada tiga macam peraturan Peradilan Agama dengan kompetensi (kekuasaan) yang berbeda. Peradilan tersebut adalah :

1. Stbl 1882 No 152 jo stbl 1937 No 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura, dengan nama Pengadilan Agama (Priesteraad) untuk pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) untuk pengadilan tingkat banding. Kompetensi terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan.

2. Stbl 1937 No 638 dan 639 untuk daerah Kalimantas Selatan, dengan nama Kerapatan Qadhi untuk pengadilan tingkat pertama dan Kerapatan Qadhi Besar untuk  pengadilan tingkat banding. Kompetensi sama dengan Peradilan di Jawa dan Madura.

3. Peraturan PemerintahNo 45 tahun 1957 untuk daerah-daerah selain Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Kompetensinya lebih luas, selain perkara munakahat juga perkara waris, wakaf, hibah, saqadah, hadanah dan lainnya.
Selanjutnya pada tahun 1970, pemerintah lebih mempertegas keberadaan Peradilan Agama dengan dikeluarkannya Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

a. Peradilan Umum

b. ‘Peradilan Agama

c. Peradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang No 14 tahun 1970 di atas  maka dipahami bahwa empat badan peradilan tersebut di atas disejajarkan kedudukannya secara hukum dan berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan adanya Undang-undang No 14 tahun 1970 ini, maka kekuasaa Peradilan Agaama sama dengan peradilan lainnya yang ada diwilayah Indonesia.

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu dan terhadap golongan tertentu pula. Sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan untuk seluruh golongan dan seluruh bentuk perkara perdata da pidana pada umumnya. Dari keempat badan peradilan itu, Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi tempat mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Bidang organisatoris administratif dan financial dari badan-badan peradilan tersebut berada di bawah kekuasaan  masing-masing departemen yang bersangkutan (pasal 11 ayat 1 Undang-undang No 14 tahun 1970. Sedangkan susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan yang disebutkan itu akan  diatur dalam Undang-undang tersendiri (pasal 12 Undang-undang No1 4 tahun 19970).
Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1975 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan segala jenis perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam.  Dalam pasal   63 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini adalah :
1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam

2. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperjelas dan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama terhadapp jenis perkara yang menjadi kewenangan. Namun pada sisi lain Undang-undang ini memperlihatkan ketidaksempurnaan Pengadilan Agmaa dalam melakukan fungsi peradilan. Walaupun secara formal dan legalistic Pengadilan Agama telah dilimpahi kekuasaan kehakiman (pasal 10 Undang-undang No 14 tahun 1970), tetapi secara realistic Pengadilan Agama berada dalam keadaan semu atau dengan istilah lain wujuduhu ka adamihi. Hal ini terlihat dalam pasal 63 ayat (20) Undang-undang No 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dilakuan oleh Pengadilan Umum.
 Hal ini terlihat dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Adanya istilah pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Umum yang tersebut dalam pasal 63 ayat (2) di atas,  dan tata pelaksanaannya di atur dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan  Undang-undang No 1 tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berada dibawah pengawasan Pengadilan Negeri. Padahal dalam Undang-undang No 1 tahun 1970 menjelaskan adanya kesetaraan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Itulah sebabnya Pengadilan Agama itu dikatakan semu dan tidak semputna menjalankan fungsi peradilan sebagaimana mestinya. 
Menurut M. Yahya Harahap bahwa pasal 10 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, lingkungan Peradilan Agama adalah lembaga yang terpisah dan berdiri sendiri dari lingkungan Peradilan Umum. Hanya puncaknya yang sama-sama bertumpu pada Mahkamah Agung. Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri mencampuri urusan Pengadilan Agama disamping itu tidak masuk akal, juga menambah formlitas administrasi, yustisial. Sedangkan manfaat dan tujuannya bukan untuk meningkatkan mutu peradilan dan pelayanan.

Oleh sebab itu jelaslah bahwa Undang-undang No 1 tahun 1974 khususnya pasal 63 ayat (2) dan pasal 36 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 bersifat kontradiktif dengan Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Usaha yang mengarah kepada penghapusan pasal-pasal yang kontradiktif tersebut pernah dilontarkan oleh M. Yahya Harahap pada tahun 1975. Dalam pernyataannya beliau menyampaikan bahwa meruapakan sesuatu hal yang tidak sepantasnya lagi untuk dijadikan ketentuan bahwa Pengadilan Agama dibawah pengawasan dan wewenang Pengadilan Negeri.
 Usul tentang penghapusan pasal-pasal yang kontradiktif itu banyak mendapat tantangan, baik dari kalangan praktisi hukum maupun dari kalangan teoritis.

Ketika sedang terjadi polemik dalam masalah penghapusan istilah “pengukuhan” ini, pada tahun 1977 Peradilan Agama mendapat kepecayaan lagi dari pemerintah untuk menyelesaikan perkara dibidang perwakafan tanah milik yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 Perwakafan Tanah Milki.
Kemudian pada tanggal 28 Januari 1980 lahir keputusan Menteri Agama No 6 tahun 1980 tentang Penyeragaman Nama-nama Peradilan Agama yaitu:

1. Pengadilan Agama untuk seluruh Peradilan Agama tingkat pertama (pengadilan Agama, Kerapatan Qadhi, Mahkamah Syar’iyah).

2. PengadilanTinggi Agama untuk seluruh Pengadilan Agama tingkat banding, termasuk didalamnya Mahkamah Islam Tinggi kerapatan qadhi besar dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi.

Dengan keluarnya keputusan Menteri Agama No 6 tahun 1980 di atas, terlihat adanya usaha pemerintah (Departemen Agama) untuk menyatukan nama-nama Peradilan Agama yang berbeda sebelumnya. Dengan demikian kerapatan qadhii disebagian Kalimanntan Selatan dan Timur, Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan disebut dengan nama Pengadila Agama untuk pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura, kerapatan qadhi besar di Kalimantan Selatan, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan disebut degan Pengadilan Tinggi Agama untuk pengadilan tingkat banding.

Walaupun sudah ada usaha-usaha untuk penyeragaman nama-nama peradilan agama, tetapi susunan dan kekusaan Peradilan Agama masih beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan Menteri Agama No 6 tahun 1980 tersebut belum merupakan solusi dari permasalahan di lingkungan Peradilan Agama. Keadaan Peradilan Agama ini berlangsung sampai lahirnya Undan-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Setelah lahirnya Undang-undang No 7 tahun 1989

Keinginan untuk melahirkan Undang-undang tentang Peradilan Agama ini sudah ada jauh sebelum tahun 1989, bahkan sebelum lahirnya Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Makanya rancangan Undang-undang Peradilan Agama (RUPA) ini telah dimulai oleh Departemen Agama sejak tahun 1961.

Proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama ternyata berjalan cukup a lot. Adanya adu argumentasi yang cukup berat masing-masing kelompok, sehingga suasana cukup panas. Sesuai dengan tata tertib DPR RI, pembahasan RUUPA mengalami 4 tahap pembahasan, yaitu pembicaraan tahap I, pembicaraan tahap II, pembicaraan tingkat III dan pembicaraan tingkat IV.
Pembicaraan tingkat I diisi dengan penjelasan pemerintah mengenai latar belakang diajukannya RUUPA ke DPR RI. Pembicaraan tingkat II diisi dengan pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban pemerintah atas pandangan umum tersebut. Pembicaraa tingkat III adalah  pembentukan dan penetapan pansus RUUPA dan penyampaian daftar inventarisasi masalah (DIM) dari tiap-tiap fraksi serta pembahasan tingkat IV berupa laporan panitia khusus DPR RI, penyampaian pendapat akhir dari seluruh fraksi, pengambilan keputusan dan sambutan pemerintah. Lima belas hari kemudian (pembicaraan tingkat IV berakhir tanggal 14 Desember 1989) yaitu tanggal 29 Desember 1989 Presiden mengesahkan Undang-undang Peradilan dan diundangkan saat itu juga dengan penempatan dalam lembaran Negara No 49 tahun 1989. 
Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama itu sendiri terdiri dari VII bab dan 108 pasal.  Secara garis besar isinya adalah Bab I tentang ketentuan umum, Bab II sampai dengan Bab III tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, Bab IV tentang hukum acara, Bab V tentang ketentuan-ketentuan lain, Bab VI tentang ketentuan peralihan dan Bab VII tentang ketentuan penutup Undang-undang No 7 tahun 1989.
Untuk lebih jelasnya penulis akan kemukan beberapa hal pokok yang termuat dalam bab dan bagian-bagiannya. Dalam Bab I disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam yang terdiri dari :

a. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama

b. Pengadilan Tingi Agama sebagai pengadilan tingkat banding

Pengadilan Agama berkedudukan berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi. Keduan-duanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi. Pembinaan teknis Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan financial dilakukan oleh Departemen Agama.
Mengenai susunan Peradilan Agama di atur dalam tiga bagian di Bab I. pada bagian pertama menyebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama yag terdiri dari pimpinan yaitu ketua, wakil ketua, panitera/sekretaris, panitera pengganti dan jurusita pengganti. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan ketua, wakil ketua, hakim tinggi dan panitera/sekretaris.

Sedangkan pada bagian mengatur tentang syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua, hakim, panitera dan jurusita pada Peradilan Agama. Untuk dapat diangkat kedalam jabatan yang ada dalam susunan pengadilan dalam lingkungan Peradian Agama, seseorang harus memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku bagi pengangkatan pegawai negeri sipil dan syarat khusus yang harus beragama Islam.  Syarat beragama Islam ini tidak dimaksudkan untuk mengadakan diskriminasi, tetapi diperlukan agar pencari keadilan (umat Islam) yang datang ke Pengadilan Agama merasa matap dalam berurusan dengan orang seagama. Syarat lain adalah berijazah  sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang mengusai hukum Islam (kecuali  jurusita berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas).
Bagian ketiga mengatur tentang sekretaris yang memimpin secretariat pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Panitera Pengadilan Agama merangkap sebagai sekretaris Pengadilan Agama yang dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Adapun syarat bagi wakil sekretaris untuk Pengadilan Agama harus berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari’ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum  Islam atau sarjana muda administrasi. Sementara untuk Pengadilan  Tinggi Agama berijazah sarjana hukum  yang mengusai hukum Islam. 

Bab III mengatur kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradian Agama. Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

b. Kewarisan

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf 

f. Dan shadaqah

Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan mengenai perkara kewarisan yang dcabut oleh pemerintah Belanda pada tahun 1937. Melalui Undang—undang ini dikembalikan lagi menjadi wewenang Pengadilan Agama, sehingga kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, sebagian Kalimantan Selatan dan timur disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun hukum acara Pengadilan Agama di atur dalam Bab IV. Bagian pertama mengatur hal-hal yang bersifat umum di antaranya pasal 54 disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada  pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama disebutkan dalam bagian kedua Bab IV Undang-undang ini yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan antara lain :
a. Cerai talak yang datang dari pihak suami

b. Cerai gugat yang datang dari pihak isteri

c. Cerai denga alasan zina

Menurut pasal 54 Undang-udang No 7 tahun 1989, hukum acaraPeradilan Agama bersumberkan kepada dua aturan yaitu :
a. Yang terdapat dalam Undang-undang No 7 tahun 1989

b. Yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. 

Peraturan perundang-undangan yang rgmenjadi inti hukum acara perdata umum adalah:
1. Hetherziene Inlandsche Reglement (HIR) atau disebut juga RIB (reglemen Indonesia yang dibaharui).

2. Recht Reglement Butengewesten (RBg) atau disebut juga Reglemen untuk daerah Seberang. Maksudnya untuk daerah luar Jawa dan Madura.

3. Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering (Rsv) dimana pada zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad Van Yustitie.
4. Burgelijke Wetboek (BW) atau disebut kitab undang-undang hukum perdata Eropa.

5. Undang-undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

 Sedangkan peraturan  perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah: 
1. Undang-undang No 14 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

3. Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan pelaksanaannya.
 

Jika demikian halnya, maka Peradilan Agama dalam hukum acaranya minimal harus memperhatikan Undang-undang No 7 tahun 1989, dan ditambah lagi 8 peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas tadi. 

Pada bagian ketiga Bab IV ini menyebutkan soal biaya perkara yang diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketentuan-ketentuan lain dimuat dalam Bab V yang berisi tentang administrasi peradilan pembagian tugas para hakim dan panitera dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Dalam bab ini disebut dengan jelas tugas jurusita untuk:

a. Melaksanakan semua perintah panggilan yang diberikan oleh ketua majelis.

b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadila agama berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

c. Melaksanakan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama

d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Dalam susunan Peradilan Agama sebelum Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak jurusita, sehingga dalam pelaksanaan putusan tidak mau diterima oleh para pihak, terutama oleh mereka yang kalah. Sehingga Pengadilan Agama harus minta bantuan dan bergantung pada Pengadilan Negeri. Dengan kata lain karena belum ada jurusita dalam tubuhnya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan, melainkan harus minta persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri. 
Bab VI mengenai ketentuan pengalihan pada bab ini disebutkan antara lain bahwa :
1. Semua badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini.

2. Semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinayatakan tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang Peradilan Agama dan selama peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan.

Dalam Bab VII (bab terakhir) dijelaskan pula bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-undang Peradilan Agama, semua peraturan Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagian residen Kalimantan Selatan dan Timur dan bagian lain wilayah Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku laku. Dengan demikian, terciptalah kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Disamping itu dinyatakan juga bahwa mengenai pengukuhan yang disebut pasal 63 ayat (2) Undang-undang tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Disebutkan pula dalam ketentuan penutup ini bahwa pembagian harta peninggalan diluar sengkata antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diselesaikan juga oleh Pengadilan Agama.
Dari penjelasan tentang Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di atas dapat dikemukakan bahwa dengan disahkannya Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, diantaranya adalah :

1. Perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama.

Sebelum Undang-undang No 7 tahun 1989 berlaku, dasar penyelenggaraan dan peradila beraneka ragam. Sebagian merupakan produk pemerintah Kolonial Belanda dan sebagian lagi produk pemerintah Republik Indonesia. Dasar hukum itu meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Peraturan tentang Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) di Jawa dan Madura (staatsblad) tahun 1882 No 142 dan staatsblad tahun 1937 No 116 dan 610.

b. Peraturan tentang Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar untuk sebagian Resuden Kalimantan Selatan dan  dan Timur (staatsblad tahun 1937 No 638 dan 639).

c. Peraturan Pemerintah  No 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Timur.

d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejak berlakunya Undang-undang No 7 tahun 1989 semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia didasarkan kepada peraturan yang seragam.

2. Perubahan tentang kedudukan Peradilan Agama.

Sebelum keluarnya Undang-undang No 7 tahun 1989 terdapat ketidak sejajaran antara Peradilan Agama dengan peradilan lainnya, khususnya dengan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal tersebut kelihatan dengan adanya pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Umum. Berdasarka Undang-undang No 7 tahun 1989, maka Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Perubahan tentang wewenang (kekuasaan) Pengadilan Agama.

Selama ini untuk Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Timur hanya berwenang dan dalam bidang perkawinan. Namun setelah dikeluarkannya Undang-undang  No 7 tahun 1989, maka wewenang seluruh Pengadilan Agama disamakan. Sehingga wewenang Pengadilan Agama diseluruh Indonnesia diantaranya:

a. Dalam bidang perkawinan

b. Dalam bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

c. Dalam Bidang wakaf dan shadaqah.

4. Perubahan tentang hukum acara Peradilan Agama.

Menurut ketentuan pasal 54 Undang-undang No 7 tahun 1989, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Hal itu menunjukkan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum tertulis. Sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tersebar dari berbagai sumber. Baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

5. Perubahan tentang kedudukan hakim Peradila Agama.

Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 1989 hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepela Negara atas usul Menteri Agama berddasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Hal yang sama berlaku bagi hakim dalam lingkungan Peradilan Umum.


Berdasarkan beberapa perubahan penting yang terjadi dalam lingkungan Peradila Agama yang tersebut di atas dapat dipahami bahwa setelah lahirnya Undang-undang No 7 tahun 19989 tentang Peradilan Agama, maka terlaksanalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Terutama yang dinyatakan pada pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama dan pasal 12 tentang susunan, kekuasaan dan hukum acaranya.
C. PERADILAN AGAMA SETELAH REFORMASI
Gerakan reformasi yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 yang ditandai dengan runtuhnya rezim kekuasaan otoriter orde baru di bawah kepemimpinan mantan Presiden Soeharto, bertujuan membenahi kekeliruan pemerintahan Indonesia yang terjadi selama 32 tahun berkuasanya kekuasaan otoriter orde baru dengan membentuk dan membangun  pemerintahan Indonesia yang demokratis, bersih dan berwibawa (cleangovernance).

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Gerakan Reformasi telah mendorong enam agenda yang harus dikerjakan untuk "mengembalikan" Indonesia pada jalur yang benar. Agenda reformasi tersebut adalah:

1. Penegakan supremasi hukum

2. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

3. Mengadili  mantan Presiden Soeharto dan kroninya

4. Amandemen  konstitusi

5. Pencabutan  dwifungsi TNI/Polri

6. Serta pemberian otonomi daerah seluas- luasnya. 
Penegakan Supremasi hukum sebagai salah satu agenda penting gerakan reformasi mutlak dilakukan meski secara bertahap berdasarkan tahapan prioritasnya. Langkah awal yang mesti dilakukan adalah perbaikan system melalui perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang mendasari penegakan hukum. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Menyelamatkan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, pengkajian kembali mengenai fungsi eksekutif, legislative dan yudikatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perlu dilakukan.
Langkah pengkajian ini diawali dengan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 karena Penegakan supremasi hukum tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya reformasi hukum dan reformasi hukum pun tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan terhadap konstitusi (constitusional reform). Amandemen konstitusi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh hukum, 
Proses amandemen konstitusi juga bukanlah sesuatu yang bersifat keramat (tabu) terutama untuk memperbaiki hal-hal substansial yang belum termuat dalam konstitusi. Salah satu hasil penting dari amandemen UUD 1945 adalah adanya pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tegas antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga diantara ketiga cabang kekuasaan Negara (power of state) tersebut terjadi checks and balances padahal UUD 1945 sebelum di amandemen menganut system pembagian kekuasaan (division of power). Oleh sebab itulah kebijakan pemerintah untuk mengembalikan fungsi ketiga lembaga tersebut pada porsinya masing-masing nampaknya telah sesuai dengan keinginan ataupun aspirasi masyarakat Indonesia.
Langkah reformasi di bidang hukum (law reform) terus semakin berderap, satu persatu peraturan perundang-undangan mulai disorot ditata bahkan dibentuk. Cita-cita reformasi di bidang hukum ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan hukum bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sehingga peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk akan sangat berarti dan mempengaruhi perkembangan Peradilan Agama.

Dalam hal ini lembaga yudikatif sebagai lembaga tinggi Negara independen yang terlepas dari campur tangan pemerintah yang membawahi beberapa lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, dan diantara salah satunya adalah Peradilan Agama yang saat ini mulai bertambah kewenangannya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan selanjutnya yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 
Bagi Peradilan Agama dengan berlakunya undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang atas perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 diberikan kewenangan baru bagi peradilan agama setelah dilakukannya amandemen terhadap undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni bidang Ekonomi Syariah. Begitu pula dengan undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, salah satunya lembaga Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi dasar lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 2006. 
Sebagaimana disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang tersebut yakni pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadialan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, kedudukan lembaga peradilan Agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Bahkan secara kelembagaan Peradilan Agama juga mengalami perluasan, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang. Maksud dari pasal tersebut adalah adanya Pengadilan Syariat Islam yang diatur tersendiri dengan Undang-Undang Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
Pengkhususan pengadilan di Aceh bermula diterbitkannya Undang-undang No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian diikuti pula dengan lahirnya Undang-undang No 18 tahun 2001. Dalam pasal 25 ayat (2) Undang-undang No 18 tahun 2001 disebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Syar’iyah didasarkan atar Syari’at Islam dalam system hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kewenangan ini hanya diberlakukan untuk pemeluk agama Islam. Dengan demikian Undang-undang ini menjadi alasan yuridis pemberlakuan hukum Islam di Aceh.

Dengan kewenangan  yang lebih luas ini, tentu menjadi tantangan sendiri bagi hakim-hakim Pengadilan Agama untuk mampu menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari’ah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Tantangan yang sama juga harus dihadapi oleh lulusan syari’ah yang memiliki minat untuk berkaris di Pengadilan Agama.
Gambaran di atas menunjukkan bahwa kemajuan Pengadilan Agama di mulai sejak reformasi. Sesungguhnya merupakan hasil perjuangan yang sangat panjang dan cukup melelahkan. Dalam sejarahnya Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Pasang surut itu meliputi beberapa hal :

1. Berkenaan dengan kedudukan peradilan dalam tatanan hukum dan peradilan nasional

2. Berkaitan dengan susunan badan peradilan, yang mencakup hirarki dan struktur organisasi pengadilan termasuk kmponen sumber daya manusia di dalamnya.

3. Berkenaan dengan kewenangan muttlak (absolute competency) maupun kekuasaan relative (relative competency).
4. Hukum  acara yang dijadikan  landasan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Oleh sebab itu jelaslah bahwa status dan kedudukan Peradilan Agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya semakin bertambah dan semakin luas. Dari sisi status dan kedudukan, ia tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia. 
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